
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAFI
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PtrMBtrRIAN IZIN OPERASIONAL PtrNDIRIAN
MADRASAI-I IBTIDAIYAH trLL FIRDAUS KEDUNGREJA
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bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal B ayat (2)

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin
operasionai terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;

bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah
yang bermutu, perlu me mberikan kesempatan masyarakat me lalui
organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah
scsuai dengan standar nasional pendidikan;

bahwa Madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan
yang telah ditetapkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang
Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Ell
Firdaus Kedungrej a Kabupaten Cilacap;

Undang-Undar-rg Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan l)osen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standi.r-
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Waj ib
Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 9 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 201O tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 10 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5 150) sebagaimana te lah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 20 10 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pe merintah Nomor 17 Tahun 20 10

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1I2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Pcraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2OO7

Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama / M adrasah
Tsanawiyah (SMP/ MTs), dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah
Aliyah (SMA/MA);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 15 Tahun 20 l0 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan di Kabupaten / Kota;

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2OI2 tenlang Pengawas
Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah
(Be rita Negara Republik Indonesia Tahun 20 12 Nomor 206)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama
Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Agama Nomor 2 Tahun 201.2 tentang Pengawas Madrasah dan
Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6b Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor
90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101):

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1..1 15).
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Meneta pkan

KESATU

KBDIJA

KETI(}A

KEEMPAT

KEI,IMA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH tr,LL FIRDAUS
KEDUNGREJA KABUPATtrN CILACAP.

Memberikan Izin Operasional Pendirian Madrasah kepada
Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Setelah jangka waktu 7 tahun, Kepala Madrasah yang
bersangkutan wajib:

a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota
setempat yang memuat paling sedikit perkembangan
jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum,
pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan
pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga
kependidikan; dan/ atau

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi
sekolah/madrasah kepada Badan Akreditasi Nasional
Sekolah/ Madrasah (BAN-S/ M) Provinsi Jawa Tengah
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA hurul a dinilai memenuhi standar
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/ atau
hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf
b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau
hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf
b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang,
pada tanggal 14 Mei 2O2O

KEPALA KANTOR WILAYAH
RIAN AGAMAffi

a-ffiiid
fP*""*)

ST.]AWA TENGAH



I,AMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WiLAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINS] JAWA TENGAH
NOMOR 1358 TAHUN 2O2O
TtrNTANG
PtrMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH ELL FIRDAUS KEDUNGREJA
KAISUPATEN CILACAP

IDENT]TAS MADRASAH YANG DIBERIKAN ]ZIN OPERASlONAL

1112330i0186

Dusun Kedungbakung Gang Ansor No. 5 Rt
02 Rw 08, Desa Kedungreja, Kecamatan
Kedungreja, Cilacap 53263
Desa / Kelurahan Ked u ngrej a

Kecamatan Kedungrej a
Kabupaten Cilacap
Provinsi Jawa Tengah

3 I Alamat Madrasah

MADRASAH IBTIDAIYAH ELL FIRDAUS
KEDUNGREJA

Nama Organisasi Penyelenggara YAYASAN ELL FIRDAUS TAMBAKSARI
KEDUNGRE.JA

No. 12 ADI SWASONO, SH, MKn.

Tanggal 22 April 2074

AHU-00382.50.10.20r4
Tanggal 23 April 2014

KtrPALA KANTOR WILAYAH
ENTERIAN AGAMA
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